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DPRD HARAP BUKAN REKAYASA

PALU - Pengelolaan keuan-
gan Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Sulteng tahun 2014 kem-
bali mendapatkan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI Perwakilan Sulteng.

Meskipun demikian, masih
ada beberapa catatan pemer-
iksaan yang layak untuk dil-
aporkan. Dalam LHP BPK RI
atas sistem pengendalian intern
Pemprov Sulteng diungkapan
enam temuan yang diperoleh
saat pemeriksaan, diantaranya
perhitungan denda Menurut Au-

- ditor Utama Keuangan Negara
IVm BPK RI, Syafruddin MosiT
saat penyerahan hasil pemerik-
saan laporan keuangan Sulteng,
diruang paripurna DPRD setem-
pat, Rabu (3/6), opini WTP adalah

~ suatu kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pemerintah Daerah
(Pemda), menyusul WTP merupakan
syarat terendah dalam transparansi
dan akuntabilitas keuangan.

“Bagi Pemda, jika syarat terendah
saja tidak dapat dipenuhi, bagaima-
na yang lain,” terangnya.

Atas predikat tersebut, Gubernur
Sulteng, Longki Djanggola menge-
mukakan kiat-kiatnya, yakni ikuti
patuhi dan selesaikan serta tingkat-
kan dan perbaiki semua catatan dan
temuan dari BPK.

' AUDITOR Utama Keuangan N J :
+ menyerahkan piagam penghargaan opini WTP kepada Gubemur Sulteng, Longki

ara ,_< BPKRI,

Djanggola di ruang sidang utama DPRD Suiteng,

Dia mencontohkan, pada tahun
2012, Pemprov Sulteng mendapat-
kan opini WTP dengan catatan
utama‘permasalahan aset dan
merupakan bintang utama yang
harus diselesaikan.

“Tetapi dalam LKPD tahun 2013
kami tidak mampu selesaikan se-
cara benar sehingga kelas dari WTP
turun menjadi WDP. Semua temuan-
temuan itu kami bisa pertanggung
Jawabkan, kami bisa ungkapkan ke-
benarannya, serta kami bisa sajikan
dan dapat diterima kebenarannya

Syafruddin Mos

Rabu (4/6). Foro: maus

Kanan)

»

dalam proses pemeriksaan,” terang-
nya. Dia optimis, kedepan Pemprov
bisa konsisten terhadap apa yang
mereka sajikan saat ini

Terkait itu, Ketua DPRD
Sulteng melalui wakil ketua I,
Alimuddin Pa’ada mengatakan,
pemberian predikat WTP tersebut
berarti secara formal berbagai
aspek pengelolaan keuangan dan
asset Pemda sudah berjalan den-
gan baik sesuai undang-undang.

Namun pihaknya berharap, pe-
nilaian WTP yang diberikan BPK

adalah benar-benar hasil yAng
objektif, bukan merupakan
rekayasa untuk menarik sim-
pati masyarakat.

“Karena sesuai hasil peman-
tauan dan evaluasi DPRD atas
pelaksanaan tugas pemerin-
tahan, pembangunan dan pem-
berian pelayanan umum kepada
masyarakat di lapangan, masih
banyak terdapat hal-hal yang
perlu mendapatkan perhatian
untuk disempurnakan,” sebut
politisi Partai Gerindra yang ber-
tindak selaku pimpinan paripurna
- istimewa tersebut. Pihaknya ber-
" harap, semua kekurangan yang

. ada telah dapat diselesaikan
atau diperbaiki pada saat di-
Jakukan pemeriksaan.

Senada juga dikatakan Sek- °
retaris Fraksi NasDem DPRD
Sulteng, Ibrahim Hafid. Menu-
rutnya, opin WTP tersebut bukan
berarti tidak ada célah korupsi dalam
pengelolaan keuangan. Menurut-
nya, pemeriksaan BPK tersebut tida-
klah secara menyeluruh, melainkan
sampel. “Kita patut mengapresiasi
predikat ini. Tapi kita berharap
tidak ada perbuatan korupsi dalam
pengelolaan keuangan ini ti dak
seperti daerah lain yang pernah
mendapat WTP, tetapi kemudian
justru ada kasus korupsi yang ter-
jadi,” tandasnya. (M. ARIEFFAUZIRIFAY)





